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<b>ABSTRACT</b><br>

Pasal 1666 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa hibah adalah perjanjian dengan
mana pemberi hibah diwaktu hidupnya dengan cuma- cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali
menyerahkan sesuatu barang guna keperluan penerima hibah yang menerima penyerahan itu. Secara hukum,
hibah dapat dilakukan oleh siapapun yang cakap menurut hukum. Skripsi ini membahas mengena Putusan
Mahkamah Agung Nomor 1745 K/Pdt/2014 yang mengangkat kasus penghibahan suatu harta bersama yang
dilakukan oleh seorang ayah kepada anak-anaknya tanpa adanya persetujuan dari si ibu atau mantan istri
setelah terjadi perceraian. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif guna
menjawab permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini yaitu mengenal sah atau tidaknya penghibahan
tersebut dengan memperhatikan pertimbangan Maelis Hakim. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa
penghibahan terhadap harta bersama harus mendapat persetujuan dari pihak suami dan pihak istri sepanjang
tidak ada perjanjian pemisahan harta. Oleh karenaitu, apabilaterjadi suatu penghibahan terhadap harta
bersama yang dilakukan tanpa adanya persetujuan dari salah satu pihak, maka hibah tersebut menjadi batal
demi hukum karena telah bertentangan dengan Pasal 36 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan.

<hr>

<b>ABSTRACT</b><br>

Article 1666 The Civil Code states that a grant is an agreement which the grantor with his own will in his
life time handed over something to the grantee receiving the surrender purposely and irrevocably. By law,
grants may be made by anyone who is proficient under the law. This thesis discusses the Supreme Court
Decision Number 1745 K PDT 2014 which raises the case of granting by afather on joint property to his
children which is done without the approval of the mother or ex wife. This research is conducted by using
the normative juridical method to answer the issues raised in this writing that is whether or not the grant is
valid by considering the consideration of the Panel of Judges. The result of this research concludes that grant
to joint property must get approval from husband and wife side as long as there is no agreement of
separation of property. Therefore, in the event of agrant to ajoint property made without the consent of
either party, the grant becomes null and void becauseit is contrary to Article 36 Paragraph 1 of the Marriage
Law.
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